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KATA PENGANTAR

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19,
negara telah mengerahkan instrumen fiskal secara ekstra.
Peningkatan pengeluaran yang cukup signifikan dan tekanan
pada penerimaan akibat kontraksi perekonomian telah
memperdalam defisit anggaran. Pada tahun 2020, defisit
fiskal anggaran mencapai 6,1% dari Pendapatan Domestik
Bruto (PDB), dan rasio utang mengalami peningkatan hingga
mencapai 39,4% dari PDB. Meskipun pada akhir tahun 2021
Indonesia berhasil bangkit dari resesi dengan pertumbuhan
ekonomi 5,2% (yoy), akan tetapi defisit anggaran masih cukup
tinggi yakni 4,65% dari PDB. Agar bisa soft landing dalam
mencapai target defisit dibawah 3% pada tahun 2023, maka
pada tahun 2022, pemerintah melakukan reformasi fiskal.
Reformasi fiskal dilakukan dalam rangka memperkuat fondasi
perekonomian. Arah kebijakan fiskal tahun 2022 berfokus pada
pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural.
Guna mendukung kebijakan fiskal, tiga reformasi fiskal
dijalankan pemerintah yaitu reformasi pendapatan pajak dan
Pendapatan Negara Bukan Pajak, reformasi penganggaran
belanja melalui spending better, serta pembiayaan.

Buku ini membahas mengenai kebijakan fiskal yang
dikeluarkan oleh pemerintah serta pelaksanaannya. Salah satu
langkah nyata untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi
adalah melalui reformasi fiskal yang sekaligus menjadi strategi
dalam menjaga momentum pemulihan jangka pendek hingga
menengah. Pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah tahun
2022, adala mengoptimalkan pendapatan negara, mendorong
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penguatan belanja yang berkualitas, serta mengoptimalkan
pembiayaan anggaran. Dari sisi pemerintah daerah, reformasi
fiskal diwujudkan melalui penguatan desentralisasi fiskal dalam
mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan
efisien untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh
pelosok negeri. Salah satu upaya untuk mendukung penguatan
desentralisasi fiskal tersebut dengan disahkannya UU Nomor
1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Reformasi kebijakan fiskal
ini tidak akan berhasil dan dapat mencapai tujuannya tanpa
dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI. DPR RI melalui
fungsi anggarannya hendaknya senantiasa mengawasi dan
fokus pada upaya pelaksanaan reformasi penerimaan negara,
belanja dan pembiayaan APBN.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada
para Analis Legislatif yang telah menghasilkan karya tulis ilmiah
(KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman
mengenai reformasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
dalam rangka mencapai target defisit dibawah 3% dengan soft
landing. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih
kepada Dr. Ira Novianty, S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT yang telah
meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan masukan
dan koreksian dan melakukan kegiatan editorial lainnya
sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga buku ini
dapatmemberikan wawasan bagi pembaca serta menjadi bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, September 2020
Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Ahmad Sani Al Husein, S. E., M..S.




PROLOG

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak
pertengahan Maret 2020 tidak hanya berdampak besar terhadap
kesehatan, tetapi juga perekonomian Indonesia. Pandemi
Covid-19 menyisakan permasalahan yang kompleks di berbagai
sektor yang harus segera ditangani, khususnya permasalahan di
sektor ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan
kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan daya beli
masyarakat, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat
pengangguran dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, percepatan pemulihan ekonomi nasional
menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Dengan adanya
program pemulihan ekonomi ini diharapkan target pemerintah
untuk mencapai defisit dibawah 3% di tahun 2023 dapat soft
landing.

Untuk mewujudkan program prioritas ini, pemerintah
telah membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara
dengan menyusun berbagai kebijakan keuangan negara
terutama dalam sektor penerimaan, belanja dan pembiayaang
anggara negara. Kebijakan pengelolaan keuangan ini dikenal
sebagai kebijakan fiskal. Tantangan pemulihan ekonomi ini
menjadi berat karena selain pemulihan ekonomi di dalam
negeri pascapandemi Covid-19, pemerintah juga dihadapkan
pada permasalahan resesi global. Pemerintah terus berupaya
mencari cara dan strategi agar dapat mengelola keuangan lebih
efektif dan program-program prioritas dapat tercapai melalui
kebijakan reformasi fiskal.
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Buku ini akan memaparkan bagaimana cara pemerintah
dalam melakukan reformasi terhadap kebijakan fiskal melalui
optimalisasi pendapatan negara berupa pajak, melakukan
belanja yang efektif dan berkualitas, penganggaran yang efektif,
penyediaan dana melalui pembiayaan, dan memperkuat
hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Reformasi kebijakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, tetapi harus bersinergi dengan Pemerintah
Daerah, sehingga koordinasi dan hubungan fiskal antara pusat
dan daerah harus kuat.
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EPILOG

Reformasi kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah
dalammemulihkan ekonominasional pascapandemicCovid-19.
Pemulihan ekonominasional menjadiprioritas agar pemerintah
tidak masuk kedalam jurang resesi. Inovasi, strategi, dan cara-
cara yang dibangun pemerintah dalam mengelola keuangan
negara diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi
nasional, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan
daya beli masyarakat, menekan tingkat pengangguran, dan
mendorong ekonomi lebih produktif. Berbagai kebijakan fiskal
yang dibuat oleh pemerintah memerlukan dukungan dan sinergi
dari semua kalangan, baik masyarakat maupun sektor bisnis,
terlebih ditengah tantangan ekonomi global yang sedang lesu,
maka perekonomian nasional menjadi sangat penting untuk
dibangkitkan.

Reformasi kebijakan fiskal diharapkan menjadi
momentum terbukanya harapan baru yang lebih baik,
menghidupkan semangat untuk bangkit bersama, bersinergi
dengan harmonis, dan pulih lebih cepat dari hantaman badai
buruk selama pandemic Covid-19. Reformasi kebijakan dalam
perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang efektif,
dengan mendahulukan program-program prioritas pemerintah,
tidak akan mustahil bahwa Indonesia akan pulih lebih cepat
dan bangkit lebih kuat.
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